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Abstrak 

Penelitian ini memfokuskan pada dinamika Adaptive Governance dalam konteks angkutan massal darat 
di Kota Pekanbaru. Dengan batasan pada fenomena kemampuan beradaptasi angkutan massal tersebut, 
tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana pemerintah setempat menerapkan Adaptive 
Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara terstruktur. Temuan 
menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil beradaptasi melalui koordinasi, kesatuan tindakan, dan 
komunikasi efektif. Peningkatan kapabilitas tercapai melalui pelatihan dan rekrutmen, sementara 
perluasan partisipasi terjadi melalui perencanaan-pelaksanaan-evaluasi. Temuan lainnya menyoroti 
perlunya inovasi berkelanjutan untuk menghadapi ketidakpastian. Rekomendasi meliputi hendaknya 
ada pengadaan sebuah platform khusus untuk mempermudah pola penggunaan angkutan massal serta 
percepatan pembaharuan pembangunan untuk mengurai masalah kemacetan yang kompleks di Kota 
Pekanbaru. 
Kata Kunci: Adaptasi, Transportasi, Pemerintah 
 

Abstract 

This research focuses on the dynamics of Adaptive Governance in the context of land mass transportation 
in Pekanbaru City. With limitations on the phenomenon of mass transportation's adaptability, the research 
objective is to analyze how local governments implement Adaptive Governance. The research method used 
was qualitative with structured interviews. The findings show that the government has successfully adapted 
through coordination, unity of action, and effective communication. Increasing capabilities is achieved 
through training and recruitment, while expanding participation occurs through planning-
implementation-evaluation. Other findings highlight the need for continuous innovation to deal with 
uncertainty. Recommendations include the provision of a special platform to simplify mass transportation 
usage patterns and accelerate development reforms to solve the complex problem of congestion in 
Pekanbaru City. 
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PENDAHULUAN 
Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, ekonomi global dan perkembangan 

teknologi seperti big data, analisis data, data tertaut terbuka, web semantik memengaruhi nilai-
nilai sosial, privasi, dan keamanan siber mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Ada 
banyak perkembangan yang mungkin mengganggu masyarakat kita, sehingga menimbulkan 
masalah sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan perubahan nilai-
nilai inti seperti privasi dan transparansi (Janssen & van den Hoven, 2015). Tata kelola 
diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dan menyikapi perkembangan 
tersebut. Hal ini memberikan tuntutan yang tinggi kepada pemerintah untuk mengantisipasi 
dan mengembangkan kebijakan yang baik serta layanan baru. Namun pemerintah sering kali 
tertinggal. Mereka harus menyadari perubahan-perubahan ini dan mereka perlu menyesuaikan 
kebijakan, perundang-undangan, sistem dan bahkan struktur internal mereka untuk 
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menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Pemerintah dan organisasi besar berupaya 
mengelola perkembangan baru dengan menggunakan mekanisme tata kelola yang sudah 
mapan, dengan stabilitas dan akuntabilitas sebagai nilai utama. Namun, mekanisme ini 
sebagian besar tidak dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Penggunaan 
mekanisme yang ada berarti meningkatkan kontrol dan prosedur, agar dapat memahami 
perkembangan baru dan mengambil tanggung jawab. Namun, masyarakat semakin 
berkembang, sedangkan prosedurnya tidak fleksibel dan penerapan pengendalian terjadi 
dengan mengorbankan pengetahuan profesional atau dapat mengakibatkan permainan yang 
merugikan antara manajer dan profesional, antara organisasi publik dan swasta, atau antara 
departemen fungsional yang berbeda dalam organisasi besar (Janssen & van der Voort, 2016).  

Adaptasi oleh masyarakat adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan perubahan 
dalam dunia yang terus berubah. Ketika masyarakat mampu beradaptasi dengan baik, mereka 
dapat menghadapi perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan lebih efektif. Adaptasi 
memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan perilaku, nilai-nilai, dan pola pikir mereka 
sehingga tetap relevan dan berdaya saing di tengah perubahan zaman. Ketika masyarakat 
bersedia beradaptasi, mereka dapat mengambil peluang baru dan mengatasi hambatan yang 
mungkin muncul. Hal ini penting terutama dalam menghadapi revolusi teknologi dan 
globalisasi yang terus berlangsung, di mana model bisnis dan cara berinteraksi secara sosial 
berubah dengan cepat. Maka, kemampuan beradaptasi ini sedang dirasakan oleh pergerakan 
angkutan massal darat di Kota Pekanbaru. Hal ini dilihat dari semakin beragamnya inovasi dan 
kebijakan yang ada pada angkutan massal darat di kota ini. Perubahan tampak dari penggunaan 
transportasi official oleh pemerintah seperti Trans metro Pekanbaru yang mengalami 
perubahan di bidang pembayaran menjadi non-tunai. Di kota Pekanbaru terdapat sistem 
transportasi bus rapid transit yang disebut Trans Metro Pekanbaru atau sering dikenal dengan 
Transmetro atau Busway TMP. Pada tanggal 18 Juni 2009, TMP mulai memberikan pelayanan 
pada koridor 1 dan 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru melalui surat 
tertanggal 1 Januari 2014 yang dikirimkan Walikota Pekanbaru Nomor 
656/Dishubkominfo/1063 PD Pembanguna. Dua puluh bus berkapasitas 80 orang dan lima 
puluh unit berkapasitas merupakan armada Trans Metro Pekanbaru, 30 pekerja meliputi 7 
lorong. Dengan dukungan Kementerian Perhubungan, jumlah armada Trans Metro Pekanbaru 
bertambah 50 pada tahun 2016. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Tarif Penumpang Umum Oplet, Bus Kota dan Trans Metro Pekanbaru dalam wilayah Kota 
Pekanbaru, tarif bus Trans Metro Pekanbaru ialah Rp4.000 untuk umum dan mahasiswa serta 
Rp3.000 untuk pelajar dengan ketentuan satu kali perjalanan terkoneksi antar koridor. Namun, 
masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan terbaru yaitu pemberlakuan pembayaran 
non-tunai. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa media seperti yang dilansir dari 
riauonline.co.id di mana terdapat wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa 
masih adanya lingkup masyarakat yang sulit untuk mengerti mengenai kebijakan ini seperti 
lansia atau pun masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki sarana informasi seperti 
gadget dan lainnya. Lalu, kendala lainnya yang disampaikan oleh Kepala UPT TMP Dishub 
Pekanbaru, bahwa adanya pengurangan jumlah penumpang hingga 20% serta kendala jaringan 
yang lambat. Hal ini sejalan dengan kendala lain seperti masyarakat yang belum dapat 
mematuhi kebijakan karena kurangnya kesadaran. Dari fenomena tersebut, maka terlihat 
bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan kemampuan beradaptasi pemerintah dan 
masyarakat maka terlihat bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan kemampuan 
beradaptasi pemerintah dan masyarakat demi mendukung perkembangan zaman. 



MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur 
E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 

Vol. 2 No. 2 November 2024 
 

 
M Tri Yogi Apriansya & Nur Laila Meilani – Universitas Riau 483 

Menurunnya pendapatan Bus Trans Metro Pekanbaru dari 388.532.000 pada bulan Juli 
menjadi 353.283.000 pada bulan Agustus menunjukkan tantangan dan dinamika yang dihadapi 
oleh angkutan massal perkotaan. Faktor-faktor seperti fluktuasi minat pengguna, perubahan 
kebijakan transportasi, dan situasi ekonomi dapat memberikan tekanan terhadap pendapatan 
perusahaan transportasi tersebut. Terlebih lagi, perubahan pola pergerakan masyarakat dan 
preferensi pengguna dalam mengakses layanan transportasi dapat mempengaruhi kinerja 
keuangan suatu perusahaan transportasi. Dalam konteks ini, kemampuan beradaptasi Bus 
Trans Metro Pekanbaru menjadi krusial. Pemerintah perlu mengimplementasikan strategi yang 
responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna, menerapkan teknologi dan inovasi dalam 
manajemen operasional, serta menjalin kemitraan yang efektif dengan pemangku kepentingan 
lainnya. Pentingnya adaptasi oleh pemerintah tidak bisa diabaikan mengingat lingkungan 
sosial, ekonomi, dan politik yang selalu berubah. Ketika pemerintah mampu beradaptasi 
dengan baik, mereka dapat memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dalam mencapai 
tujuan-tujuan pembangunan nasional. Negara-negara yang menghadapi perubahan demografis, 
teknologi, dan lingkungan harus mampu menyesuaikan kebijakan dan program mereka agar 
tetap relevan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kemampuan adaptasi juga 
memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan cepat terhadap krisis dan bencana, 
seperti wabah penyakit, bencana alam, atau perubahan ekonomi yang tiba-tiba, sehingga dapat 
melindungi dan mendukung kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan konteks fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa 
tertarik untuk menjadikan topik penelitian tersebut sebagai subjek proposal dengan judul 
“Dinamika Adaptive Governance Dalam Pengelolaan Angkutan Massal Trans Metro Kota 
Pekanbaru”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 
masalah ialah bagaimana dinamika adaptive governance dalam pengelolaan angkutan massal 
Trans Metro Kota Pekanbaru? Bertolak dari batasan masalah penelitian diatas, maka tujuan 
dilakukan penelitian ini ialah untuk menganalisis dinamika adaptive governance dalam 
pengelolaan angkutan massal Trans Metro Kota Pekanbaru. 
 
METODE PENELITIAN 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk 
memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan sebagainya. Penelitian diarahkan secara holistik (utuh), dalam konteks alam 
tertentu, dan dengan menggunakan metode ilmiah secara menyeluruh. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah penelitian 
dan solusinya. Fenomenologi merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini. Tujuan penelitian fenomenologis adalah untuk memahami makna suatu 
fenomena (Denzin & Lincoln, 1995). Pengalaman subjektif menjadi penekanan utama metode 
fenomenologis. Metode ini terhubung dengan eksplorasi mandiri dunia dan interpretasi 
beragam pengalaman yang dimiliki seseorang. Metode ini berupaya memahami pengalaman 
luar biasa yang dimiliki seseorang tanpa bias asumsi (Nuryana & Utari, 2019). Penelitian 
kualitatif (Nursapiah, 2020) adalah penelitian yang mana peneliti berfungsi sebagai alat utama 
untuk menilai keadaan suatu hal yang alamiah. Sumber data yang digunakan adalah purposive 
dan snowballing sampling dalam penelitian kualitatif. Triangulasi (kombinasi) adalah teknik 
yang digunakan untuk pengumpulan data, dan analisis data induktif atau kualitatif digunakan 
untuk menganalisis data. Makna diprioritaskan di atas generalisasi dalam temuan penelitian 
kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini memilih teknik deskriptif kualitatif agar dapat 
mendalami lebih dalam komponen penyelenggaraan pelayanan transportasi massal Kota 
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Pekanbaru dan Adaptive Governance pemangku kepentingan. Dengan menggambarkan apa 
yang sebenarnya terjadi tanpa menambah atau menghapus, analisis deskriptif bertujuan untuk 
mengungkapkan dan mengkarakterisasi peristiwa, fakta, situasi, fenomena, variabel, dan 
kondisi yang terjadi sepanjang penyelidikan dengan cara yang dapat dipercaya. Penelitian 
menggunakan jenis fenomenologi karena ingin mendalami makna personal dalam interaksi 
dengan sistem transportasi dan mekanisme pembayaran. Metode ini memungkinkan eksplorasi 
mendalam tentang persepsi, preferensi, dan pengalaman individu dalam konteks yang 
kompleks. Fenomenologi juga memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif subyektif dan 
memahami dampak sosial serta budaya terhadap interaksi tersebut. Dengan pendekatan ini, 
penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu merasakan dan 
berinteraksi dengan sistem transportasi dan pembayaran dalam kehidupan sehari-hari 

Lokasi penelitian menjelaskan tempat (locus) penelitian, serta alasan memilih lokasi 
penelitian tersebut. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini sebagai bahan untuk 
menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan pada Kawasan Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun alasan memilih lokasi ini karena inovasi pelayanan 
publik yang ada begitu beragam. Selain itu, alasan pemilihan implementasi pelayanan angkutan 
massal darat Kota Pekanbaru karena sangat tertarik untuk dikaji lebih dalam. Seperti yang 
terdapat pada peraturan baru Bus Trans Metro Pekanbaru yang awalnya hanya pembayaran 
secara konvensional, kini dikembangkan menjadi pembayaran non-tunai. Terakhir, pemilihan 
lokus ini ialah dikarenakan data dan informasi yang bersesuaian dengan kajian penelitian akan 
lebih banyak dikumpulkan dari lokasi ini. Meneliti di kota Pekanbaru memiliki nilai penting 
karena memungkinkan fokus mendalam pada konteks lokal yang khas. Hal ini memungkinkan 
Peneliti untuk memahami bagaimana sistem transportasi dan mekanisme pembayaran 
berinteraksi dengan karakteristik unik dari kota tersebut. Selain itu, penelitian di Pekanbaru 
juga dapat membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan memberikan pemahaman 
yang lebih mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan keuntungan dari sistem yang 
diterapkan di lingkungan nyata. Meskipun sistem serupa diterapkan di kota atau provinsi 
lainnya, pemilihan Pekanbaru sebagai lokasi penelitian bukanlah pengabaian terhadap kota 
lain. Sebaliknya, ini adalah langkah strategis untuk mendapatkan wawasan yang lebih 
mendalam dan kontekstual terkait implementasi sistem tersebut dalam skala yang lebih 
terfokus. Dengan demikian, hasil penelitian di Pekanbaru dapat memberikan panduan yang 
lebih spesifik dan akurat untuk pengembangan sistem serupa di wilayah lain di masa 
mendatang. 
 
Jenis Sumber Data 
1. Data Primer. Silalahi (2012) mendefinisikan data primer sebagai data yang bersumber dari 

suatu objek atau dokumen original, atau bahan mentah dari pelaku yang disebut sebagai 
“first-hand information”. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari sumber utama (Pramiyati, 2017). Data primer dalam penelitian ini berasal 
langsung dari yang diteliti, seperti yang diberikan oleh partisipan penelitian. Melalui 
observasi item penelitian dan metodologi wawancara, sumber data primer diperoleh dari 
seluruh informan. Data primer didalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara 
dengan informan penelitian yang berkaitan dengan Adaptive Governance yaitu Pegawai Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru, Masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan layanan 
Trans Metro Pekanbaru, petugas transportasi pada Trans Metro Pekanbaru serta mengetahui 
indikator pilar Adaptive Governance yang juga berdasrkan pada peraturan yang berlaku 
dalam pengimplementasian kebijakan. Selain itu, data ini juga dapat diperoleh melalui 
observasi atau pengamatan langsung terhadap masyarakat. 
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2. Data Sekunder. Data sekunder menurut (Silalahi, 2012) adalah informasi yang dikumpulkan 
secara langsung atau dari sumber yang dapat diakses sebelum penelitian selesai, ini sering 
disebut sebagai "secondhand information". Bahan yang digunakan untuk mendukung 
penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan penelitian dan literatur 
ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen, publikasi yang sudah lengkap, atau 
karya sastra yang merupakan sumber data siap pakai, seperti data dokumen dan publikasi, 
merupakan sumber data sekunder. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data adalah prosedur untuk mengatasi suatu masalah secara eksplisit. 
Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan 
untuk penelitian ini. Mereka yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi. Observasi adalah data untuk menjawab masalah penelitian juga dapat dilakukan 

dengan cara observasi. Menurut (Bungin, 2007). Observasi atau pengamatan adalah 
Kegiatan sehari-hari manusia melibatkan penggunaan pancaindra, terutama penglihatan 
dan pendengaran, sebagai alat bantu utama, disamping pancaindra lain seperti telinga, 
penciuman, mulut, dan kulit. Dalam konteks ini, panca indera manusia, khususnya 
penglihatan dan pendengaran, diperlukan untuk mendeteksi gejala yang diamati. Informasi 
yang terdeteksi kemudian direkam dan dianalisis. Observasi merupakan pengamatan 
langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, guna 
mengamati fakta-fakta yang terjadi di lokasi tersebut dan memahami lebih lanjut proses 
yang terjadi. Penelitian ini menggunakan observasi terus terang atau tersamar, yang 
melibatkan pengumpulan informasi dan sikap terbuka serta jujur terhadap sumber data. 
Setelah itu, data tersebut sering diperiksa dan dipahami lebih detail untuk mengumpulkan 
informasi yang dianggap perlu untuk penelitian ini. Informasi disajikan secara jelas dan 
ringkas sehingga pembaca dapat dengan mudah menangkapnya. Untuk mengetahui lebih 
jauh mengenai Tata Kelola Adaptif Dinas Perhubungan Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Transportasi Massal Darat Pekanbaru, peneliti melakukan observasi langsung 
dengan mendatangi langsung lokasi penelitian. 

2. Wawancara (Interview). Wawancara adalah metode melakukan wawancara langsung dengan 
informan penelitian guna menguatkan informasi mengenai mekanisme Adaptive Governance 
yang digunakan Dinas Perhubungan Pekanbaru dalam menyelenggarakan pelayanan 
angkutan massal darat di Pekanbaru. Obrolan dengan tujuan yang jelas disebut wawancara. 
Dua orang melakukan percakapan: orang yang diwawancara menjawab pertanyaan 
pewawancara dan pewawancara mengajukan pertanyaan. Penggunaan tata kelola adaptif 
terhadap penerapan sistem angkutan massal darat di Pekanbaru (Moleong, 2000). Tujuan 
dari wawancara adalah untuk memahami apa yang ada dalam pikiran dan perasaan orang 
lain (Nasution, 1996). Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur 
sebagaimana yang dijelaskan Silalahi (2012) yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang 
peneliti yang mengetahui sepenuhnya informasi yang dibutuhkan dan memiliki seperangkat 
pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan diberikan kepada informan dan 
dijadikan sebagai pedoman atau landasan dalam wawancara. Pada penelitian ini peneliti 
menyiapkan draft wawancara yang dimana akan ditujukan kepada informan terkait dalam 
penelitian ini, pertanyaan yang terdapat di dalam draft wawancara dikategorikan sesuai 
informan baik itu dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan media yang bertujuan 
agar mempermudah peneliti ketika melaksanakan wawancara kepada informan dilapangan. 
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3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah data mengenai mekanisme penyelenggaraan angkutan 
massal Pekanbaru dikumpulkan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data. 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan materi 
tekstual, gambar, dan elektronik. makalah lebih dari sekedar kutipan tentang berbagai 
makalah yang telah dikumpulkan, ditulis, atau diterbitkan, yang dilaporkan adalah hasil 
penelitian ini. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah meninjau dasar pemikiran penelitian, teori pendukung, dan metodologi, bab ini 
menggali temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang berkaitan dengan 
konsep sentral penelitian: Dinamika Adaptive Governance pada Transportasi Massal Darat Kota 
Pekanbaru. Data yang dirangkum selama proses penelitian, yang diarahkan melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan studi dengan mengumpulkan dokumentasi penelitian yang 
dilakukan secara bersamaan terhadap objek penelitian dan individu, disebut dengan hasil 
penelitian. Temuan penelitian memuat tanggapan informan dan informasi yang menguatkan, 
menjadi pedoman analisis ilmiah sejalan dengan tujuan penelitian. Dalam menjelaskan temuan 
dan pembahasan penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi masalah dengan memfokuskan 
pada dinamika Adaptive Governance dalam Angkutan Massal Darat di Kota Pekanbaru. Teori 
yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori Adaptive Governance menurut Janssen 
dan Van der Voort pada tahun 2016, dengan menggunakan indikator teori sebagai berikut: 
Dezentralized Decision Making, Efforts to mobilize the internal and external capabilities, Wider 
participation to spot and internalized development, Dealing with uncertainty by continuous 
adjustment. Maka, hasil penelitian dapat dilihat dari penjabaran berikut ini: 
 
Adaptive Governance Pada Angkutan Massal Darat di Kota Pekanbaru 

Adaptive Governance ialah istilah yang pertama kali digunakan, sebagai cara untuk 
mengetahui berbagai tindakan, dan perilaku yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan 
tersebut ditunjukkan dengan perubahan tindak, peningkatan motivasi untuk melakukan 
pekerjaan menjadi lebih baik. Inti penggunaan Adaptive Governance untuk mengembangkan 
lingkungan, meningkatkan kemampuan birokrasi, menyusun rencana menjadi lebih matang, 
dan dapat dikontrol dengan mudah. Penerapan metode Adaptive Governance dapat 
menghimpun berbagai keterangan, serta tugas dan peran yang dimiliki oleh setiap anggota, 
untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya alam yang ada, dan menjadi sarana seluruh 
organisasi menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki. Pengembangan kapasitas dapat 
diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan, dan mengasah 
minat dan bakat yang dimiliki, sehingga kinerja yang dilakukan menjadi lebih efektif, dan 
responsif, serta lebih efisien dalam penggunaan waktu, maupun sumber daya alam yang 
dibutuhkan. Angkutan massal di kota Pekanbaru telah melakukan kerjasama dengan berbagai 
stakeholder, agar semakin memiliki fasilitas yang memadai, dan menjadikan siapa saja yang 
menggunakan moda transportasi massal merasa aman, dan nyaman. Tujuan diberlakukannya 
pola Adaptive Governance dalam seluruh sistem moda transportasi massal di kota Pekanbaru, 
adalah upaya untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan, serta mengurangi kemacetan yang 
ada di kota Pekanbaru. Penerapan adaptif sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat lebih 
memilih penggunaan transportasi massal, terus dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. 
Berbagai cara telah dilakukan seperti pemasangan iklan di seluruh sudut kota di Pekanbaru, 
serta terus dilakukan sosialisasi, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, melalui 
pemerintah desa, hingga di berbagai media massa seperti Koran, maupun media elektronik 
dengan menggunakan alat bantu sosial media seperti instagram, dan Youtube agar masyarakat 
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lebih menyadari tentang bahaya polusi udara, serta dapat diaplikasikan secara konkrit dengan 
lebih memilih menggunakan transportasi umum, dibandingkan dengan menggunakan 
kendaraan pribadi. 

Mengacu pada penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian ini akan 
dijelaskan tentang Adaptive Governance yang diberlakukan pada moda angkutan massal di kota 
Pekanbaru. Adapun berbagai tahapan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam 
mewujudkan sistem Adaptive Governance melalui beberapa tahapan. Pertama ialah 
menyiapkan seluruh sumber daya manusia dan organisasi yang bertanggung jawab, dalam 
mengelola transportasi umum secara adaptif, yang kedua membentuk organisasi secara 
terstruktur, mulai dari penanggung jawab, hingga anggota yang berada di bawahnya yang dapat 
meringankan beban pekerjaan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga mereformasi kinerja 
pemerintah kota Pekanbaru, agar birokrasi yang dijalankan semakin dipercaya oleh seluruh 
masyarakat di kota Pekanbaru. Sumber daya manusia merupakan salah satu salah satu sistem 
formal, untuk memastikan seluruh keahlian dan kemampuan yang dimiliki organisasi, dalam 
pengelolaan moda transportasi umum di kota Pekanbaru, dapat mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan (Mathis dan Jackson 2006) adapun sistem pola Adaptive Governance yang dapat 
diterapkan dalam moda transportasi umum di kota Pekanbaru, dapat dilihat dari 
pengembangan kemampuan pegawai yang melayani seluruh kebutuhan masyarakat di kota 
Pekanbaru, serta pemerintah kota Pekanbaru menyelenggarakan berbagai macam pelatihan 
dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai pemerintah di kota Pekanbaru, agar dapat 
meningkatkan kemampuan yang dimiliki, serta memberikan pelayanan secara maksimal 
kepada seluruh masyarakat di kota Pekanbaru. Adapun materi dari isi pelatihan ialah 
menumbuhkembangkan minat dan bakat, serta memotivasi seluruh karyawan dan pegawai 
angkutan massal di kota Pekanbaru, agar mampu berfikir bahwa pekerjaan yang dimiliki 
merupakan cita-cita seluruh lapisan masyarakat, yang sampai hari ini masih mencari pekerjaan. 
Adapun proses pengembangan sumber daya manusia secara adaptif dilakukan beberapa 
tahapan. Kegiatan pertama ialah Dinas perhubungan menyelenggarakan berbagai macam 
pelatihan, agar menumbuhkembangkan minat dan bakat yang dimiliki anggota organisasi, serta 
memotivasi anggota agar memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh masyarakat, 
yang lebih memilih menggunakan transportasi umum disbanding kendaraan pribadi. 
Rekrutmen dilakukan oleh dinas perhubungan. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan 
sumber daya manusia pada seluruh pegawai dinas perhubungan, ialah dengan cara 
mengelompokkan terlebih dahulu berbagai stakeholder, yang terlibat dalam pemanfaatan 
transportasi umum di kota Pekanbaru. Setelah beberapa organisasi dikelompokkan sesuai 
dengan fungsi dan perannya masing-masing, maka pemerintah kota Pekanbaru mengundang 
satu kelompok dengan tugas yang sama, agar dapat saling bekerja sama dan meringankan 
pekerjaan antara satu dengan yang lainnya. 
 

Dezentralized Decision Making/ Pengambilan Keputusan Dari Bawah Ke Atas Yang 
Terdesentralisasi 

Dezentralized Decision Making dapat diartikan sebagai proses, untuk melakukan gerakan 
kelompok, individu, maupun organisasi dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan 
seluruh staf dan stakeholder, yang berada di bawah naungan dinas perhubungan kota 
Pekanbaru. Dalam pengelolaan Adaptive Governance dapat menyusun organisasi, yang 
memiliki fungsi dan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada pimpinan organisasi, 
sehingga pimpinan organisasi dapat mengevaluasi hasil kinerja anggota, serta memberikan 
check and balances, serta membuka kemungkinan menerima umpan balik dari seluruh anggota 
organisasi. Adapun aspek dari indikator teori ini ialah kehadiran pengambilan keputusan dan 
akuntabilitas seluruh peserta pengambilan keputusan. 
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1. Kehadiran Pengambilan Keputusan. Pemerintah dan pihak angkutan massal darat 
Pekanbaru telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengambilan keputusan terkait 
kebijakan lalu lintas. Mereka secara aktif menghadiri forum dan rapat keputusan, 
menunjukkan komitmen untuk memecahkan masalah dan mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan. Namun, meskipun ada kehadiran yang konsisten dari para pengambil 
keputusan, partisipasi masyarakat masih terbatas. Upaya untuk melibatkan masyarakat 
secara lebih aktif mungkin perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil lebih 
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas.  

2. Akuntabilitas seluruh peserta pengambilan keputusan. Pada hakikatnya setiap anggota 
organisasi atau unit organisasi harus menyadari perlunya menyesuaikan diri atau tanggung 
jawabnya terhadap anggota atau unit organisasi lainnya agar anggota atau unit organisasi 
tersebut tidak beroperasi secara independen jika organisasi ingin mengambil keputusan 
yang sejalan. dengan kebutuhan. Oleh karena itu, landasan pengambilan keputusan yang 
terdesentralisasi adalah gagasan kesatuan tindakan. Untuk menjaga kesatuan usaha, 
pemimpin organisasi harus mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga setiap orang, 
dari atas ke bawah, melaksanakan keputusan yang telah diputuskan. Agar unit usaha dapat 
beroperasi sesuai waktu yang dijadwalkan, maka pimpinan harus menyusun jadwal waktu 
agar tercapai koordinasi yang baik sehingga kesatuan tindakan. 

 
Efforts To Mobilize The Internal And External Capabilities/Upaya Memobilisasi 
Kemampuan Internal Dan Eksternal 

Dalam upaya memobilisasi kemampuan internal dan eksternal, terjadi tumpang tindih 
antara perubahan pengetahuan dan redistribusi sumber daya yang membutuhkan distribusi 
baru dalam pengambilan keputusan dan kemampuan akuntabilitas. Setidaknya terdapat dua 
aspek dalam hal ini yaitu distribusi anggaran dan distribusi sumber daya manusia. Pemerintah 
Pekanbaru telah berhasil dalam upaya memobilisasi kemampuan internal dan eksternal, 
terutama dalam distribusi anggaran dan sumber daya manusia. Dalam hal distribusi anggaran, 
terdapat keberhasilan dalam pengalokasian dana untuk transportasi, meskipun petugas 
angkutan massal tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses penganggaran. Meskipun 
begitu, mereka merasakan manfaat dari penggunaan anggaran yang tepat, sementara 
masyarakat merasa puas dengan tingkat transparansi yang diperlihatkan oleh pemerintah, 
meski ada beberapa keluhan tentang kurangnya transparansi anggaran. Di sisi sumber daya 
manusia, masyarakat menganggap bahwa pelayanan transportasi belum optimal, terlihat dari 
keluhan akan waktu tunggu yang lama dan peningkatan pelayanan yang masih diperlukan. 
1. Distribusi Anggaran. Sebagai pemerintah, proses alokasi anggaran untuk mendukung 

penyelenggaraan angkutan massal darat di kota ini dilakukan secara transparan dan efisien. 
Pemerintah menerapkan pendekatan di mana alokasi anggaran untuk pelayanan angkutan 
massal darat disusun oleh otoritas terkait yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai 
kebutuhan sektor ini. Pemerintah, tidak memiliki campur tangan langsung pada anggaran 
pelayanan angkutan massal. Sebaliknya, mereka berperan sebagai pengawas yang 
memastikan bahwa proses alokasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. 

2. Distribusi Sumber Daya Manusia. Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk 
meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam sektor angkutan massal. Dalam rangka 
mencapai tujuan tersebut, mereka telah menerapkan program pelatihan dan pengembangan 
keterampilan bagi para tenaga kerja di sektor angkutan massal. Program ini dirancang untuk 
memastikan bahwa para pekerja memiliki keterampilan dan pengetahuan terkini yang 
dibutuhkan untuk menghadapi dinamika dalam industri transportasi. 
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Wider participation to spot and internalized development/ Partisipasi Yang Lebih Luas 
Untuk Mengenali Dan Menginternalisasi Perkembangan 

Wider participation to spot and internalized development dapat diartikan, sebagai kegiatan 
yang dilakukan oleh instansi dalam satu naungan yang sama, maupun dengan instansi lainnya, 
agar dapat menjalin kerjasama antara satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan yang telah 
ditetapkan dapat dengan mudah tercapai. Ada pun aspek yang dapat dijabarkan dalam teori ini 
ialah pada perluasan jaringan pemangku kepentingan setiap waktunya. Untuk dapat 
melaksanakan kegiatan yang tersistem dan terstruktur pada perluasan jaringan ini dibutuhkan 
sebuah perencanaan. Perencanaan melibatkan pembuatan rangkaian langkah untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan. Kualitas perencanaan dapat dinilai dari dua aspek. Pertama, substansi 
dari perencanaan itu sendiri. Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 
perencanaan harus disusun secara sederhana agar mudah dipahami; dapat diukur tingkat 
keberhasilannya, dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, dan mempertimbangkan tahapan 
waktu (pendek, menengah, dan panjang). Kedua, proses penyusunan rencana harus 
transparan, akurat, melibatkan partisipasi, dan memperhatikan aspirasi. Semua bagian 
organisasi harus turut serta aktif. Dengan perencanaan yang matang, kemungkinan terjadinya 
kejadian yang tidak diinginkan dapat diminimalkan, sehingga mencapai hasil sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan menjadi lebih mudah. Tahapan selanjutnya setelah melakukan 
proses perencanaan yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk 
merealisasikan rencana-rencana yang sudah ditetapkan sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini 
pihak yang terlibat dalam pengelolaan transportasi umum di Kota Pekanbaru ikut bertanggung 
jawab dalam merealisasikan rencana yang teleh ditetapkan. Pelaksanaan rencana yang telah 
disepakati oleh seluruh stakeholder yang berada di bawah naungan dinas perhubungan, 
disesuaikan dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan agar mampu meningkatkan 
pelayanan tranportasi umum di Kota Pekanbaru. 
 
Dealing With Uncertainty By Continuous Adjustment/ Penyesuaian Terus Menerus 
Menghadapi Ketidakpastian 

Dealing with uncertainty by continuous adjustment merupakan bagian dari penerapan 
Adaptive Governance di lingkungan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru merupakan salah satu 
pembaharuan yang dilakukan secara adaptive dengan cara melakukan perubahan perbaikan 
penataan dan mengatur secara independen serta komprehensif seluruh anggota organisasi 
yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru. Seluruh anggota 
organisasi di berikan pengetahuan tentang cara berorganisasi dan imperialisasi dalam 
menerapkan konsep Adaptive Governance serta kapasitif building sehingga melahirkan 
organisasi yang adaptif. Konsep dalam kapasitas kapasitif building digunakan dalam mengukur 
organisasi secara adaptif serta melayani seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan 
transportasi umum di kota Pekanbaru. Dalam teori ini setidaknya terdapat tiga aspek yang 
dapat dibahas yaitu revisi proyek, pengumpulan umpan balik, dan negosiasi antar pemangku 
kepentingan. 
1. Revisi Proyek. Pemerintah menjalankan proses evaluasi kebutuhan revisi proyek dalam 

sistem angkutan massal dengan merujuk pada kerangka kerja dan prosedur yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Terdapat suatu sistem evaluasi yang 
didasarkan pada regulasi yang mengatur sektor angkutan massal, yang secara khusus 
menetapkan langkah-langkah dan kriteria yang harus dipenuhi untuk merevisi proyek 
tersebut. 

2. Pengumpulan Umpan Balik. Pemerintah memiliki sistem dan mekanisme khusus untuk 
mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dalam mengambil keputusan terkait 
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perbaikan atau pengembangan layanan angkutan massal. Mereka mengutamakan 
partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik, khususnya melalui mekanisme 
pengaduan. Sistem ini dirancang untuk menciptakan jalur komunikasi yang efektif antara 
pemerintah dan masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, 
saran, atau masukan terkait layanan angkutan massal. 

3. Negosiasi Antar Pemangku Kepentingan. Pemerintah memfasilitasi proses negosiasi antar 
berbagai pemangku kepentingan terkait kebijakan atau perubahan dalam sistem angkutan 
massal dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan keterbukaan. 
Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah dengan mencari relasi dari luar daerah, 
khususnya dengan investor yang tertarik berinvestasi dalam pengembangan sistem 
angkutan massal di wilayah Pekanbaru. 

 

Lalu, dalam hal pembaharuan institusional dapat dikatakan sebagai lembaga yang 
membuat program untuk selalu menyesuaikan diri dalam menghadapi ketidakpastian, terdapat 
beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru ialah: 
1. Penyesuaian Tarif. Salah satu program untuk melayani lapisan masyarakat agar 

menggunakan transaksi umum secara bijak yang utamanya dilakukan oleh Dinas 
Perhubungan di kota Pekanbaru. Apabila dilihat dari hasil yang telah peneliti observasi pada 
Dinas berhubungan di kota Pekanbaru dapat dilihat dari segi ekonomi. Kesimpulannya 
adalah Dinas Perhubungan telah melakukan inovasi dan terus-menerus melakukan 
perbaikan pada transportasi umum di kota Pekanbaru. Selain itu, pembaruan institusi 
nasional juga menyangkut perbaikan lembaga dan tata kelola serta menyusun program 
secara terencana agar kendaraan umum yang digunakan untuk melayani seluruh lapisan 
masyarakat di kota Pekanbaru semakin nyaman digunakan. Dinas Perhubungan yang berada 
di bawah naungan Pemerintah kota Pekanbaru telah menjalankan Adaptive Governance 
salah satunya ialah dengan cara mengelola anggota organisasi di bawah naungan Dinas 
Perhubungan kota Pekanbaru secara adaptif. Dinas Perhubungan kota Pekanbaru 
mengkoordinasi serta mendengarkan seluruh masukan dan permasalahan yang dihadapi 
oleh anggota organisasi di bawah naungan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru sehingga 
permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat. Mengacu pada hasil 
wawancara yang telah dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan kota Pekanbaru telah 
melakukan kegiatan adaptif yang ditandai dengan cara melibatkan serta mengkaji kebijakan 
terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan Pemerintah kota Pekanbaru. Dengan melihat 
kondisi sosial ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat kota Pekanbaru sebelum 
menerapkan harga tiket sehingga tiket yang dijual memiliki harga yang sangat murah dan 
dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di kota Pekanbaru. 

2. Inovasi Pembangunan. Inovasi adalah suatu konsep, objek berguna, teknik, atau barang 
buatan manusia yang dipandang oleh individu atau sekelompok individu (masyarakat) 
sebagai sesuatu yang baru dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau menemukan 
solusi terhadap suatu masalah. Inovasi, sebagaimana didefinisikan oleh Osborne dan Brown 
dalam (Amy Y.S. Rahayu, 2013), adalah penambahan komponen baru pada layanan 
organisasi, seperti teknik manajerial baru, struktur organisasi, pengetahuan organisasi, atau 
keterampilan proses. Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan (2009), inovasi adalah struktur 
aktivitas organisasi yang membawa teknologi dari konsep hingga produk yang dapat 
dipasarkan. Peremajaan barang, prosedur, dan layanan baru disebut sebagai inovasi. 
Sebagaimana yang diungkapkan G. Hamel dalam Meilani (2020) bahwa bencana birokrasi 
memerlukan peralihan dari batasan yang kaku menjadi inovasi yang terbuka dari karyawan 
hingga pemilik yang dalam hal ini dapat dipahami sebagai siapa saja yang dapat mengirim, 
mengakses dan memanfaatkan informasi demi kebaikan bersama. 
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Pengelolaan Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru 
Sistem transportasi berkelanjutan menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah 

transportasi saat ini. Salah satu langkah untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan adalah 
dengan mengembangkan sistem angkutan umum yang mendukung pembangunan daerah. 
Angkutan umum menyediakan mobilitas yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Pekanbaru, 
sebagai kota yang berkembang menuju status metropolitan di Indonesia, masih menghadapi 
tantangan dalam pengembangan transportasi umum, yang masih tertinggal dibandingkan 
dengan pertumbuhan kendaraan pribadi. Panjaitan (2003) mencatat bahwa masalah ini 
menyebabkan peningkatan kemacetan, terutama di jalan-jalan utama kota Pekanbaru selama 
jam sibuk, yaitu pagi dan sore hari saat orang berangkat dan pulang kerja. Sistem transportasi 
publik utama di Pekanbaru adalah bus angkutan umum, yaitu Trans Metro Pekanbaru. Sistem 
ini mencakup berbagai komponen, termasuk rute utama, stasiun bus, halte transit, dan rute 
transit. Kepuasan masyarakat dalam menggunakan sistem ini sangat mempengaruhi 
konsistensi dan keputusan mereka dalam memilih moda transportasi di masa mendatang. 
Dalam operasional sistem transportasi, tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah 
ketidakseimbangan antara kebutuhan perjalanan dan penyediaan layanan transportasi 
berkualitas, yang diukur berdasarkan kecepatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran, 
keandalan, dan keterjangkauan biaya. Dengan kata lain, kualitas layanan transportasi yang ada 
belum mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat yang berkembang pesat seiring dengan 
peningkatan kondisi sosial ekonomi dan aktivitas masyarakat. 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan perencanaan dengan menetapkan tujuan 
dan pedoman operasional, serta memilih dan menghubungkan fakta-fakta yang relevan sambil 
membuat asumsi mengenai masa depan. Proses ini mencakup merancang dan merumuskan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan Infrastruktur Bus Trans 
Metro Pekanbaru, sehingga mendukung kelancaran transportasi, aktivitas ekonomi 
masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Pekanbaru telah mengembangkan strategi khusus 
untuk mengelola Bus Transmetro, mencakup aspek keuangan dan pembiayaan untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selain itu, rencana ini juga mempertimbangkan jumlah 
bus dan rutenya. Langkah ini bertujuan agar operasional bus menjadi lebih optimal 
dibandingkan sebelumnya. Dengan adanya pengelolaan yang jelas dalam hal pembiayaan, rute, 
dan jumlah armada, masyarakat diharapkan lebih memilih menggunakan transportasi umum 
untuk perjalanan mereka. Pengembangan koridor Bus Trans Metro Pekanbaru dilakukan untuk 
mengurangi kemacetan di Kota Pekanbaru dan memastikan trayek angkutan lain tidak 
tumpang tindih dengan trayek Bus Trans Metro. Bus Trans Metro telah beroperasi di 
Pekanbaru sejak 2009, dan setiap tahun ada penambahan armada dari Kementerian 
Perhubungan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem bus ini. 

Selain Dinas Perhubungan, Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan juga turut mengelola 
Bus Trans Metro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Peraturan ini 
menyatakan bahwa ada empat entitas yang dapat mengelola Bus Trans Metro Pekanbaru: 
BUMD, BUMN, Koperasi BUMD dan BUMN, serta perusahaan berbadan hukum. Berdasarkan 
peraturan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan bahwa PD Pembangunan juga 
berperan dalam pengelolaan Bus Trans Metro di kota tersebut. Dalam pengelolaan Bus Trans 
Metro di Kota Pekanbaru, penting untuk mengarahkan semua staf agar bekerja sama dan efektif 
guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Upaya pengorganisasian dilakukan untuk 
memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan pengelolaan infrastruktur Bus Trans Metro 
Pekanbaru, yaitu meningkatkan kualitas layanan transportasi. Tujuannya adalah menjadikan 
Trans Metro Pekanbaru sebagai sarana transportasi yang aman, nyaman, handal, dan 
terjangkau, sehingga menarik lebih banyak penumpang untuk menggunakannya. Pemerintah 
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telah berusaha untuk mengoptimalkan pendanaan bagi Bus Trans Metro Pekanbaru. Menurut 
keterangan dari staf UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan, pembiayaan yang memadai adalah 
kunci penting untuk memastikan operasional bus yang optimal. Dana tersebut diperlukan 
untuk berbagai keperluan, termasuk bahan bakar, perawatan, operator, dan lain-lain. 
Kurangnya pendanaan dapat mengurangi efektivitas operasional Bus Trans Metro Pekanbaru. 
Pengawasan dijalankan secara ketat, misalnya dalam pengelolaan infrastruktur Bus Trans 
Metro Pekanbaru, yang mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bus. 
Pengoperasian Trans Metro Pekanbaru juga didukung oleh Reskrim Polresta Pekanbaru, Polri, 
Intel, dan Satlantas untuk memastikan keamanan operasional. 

Para pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Bus Trans Metro Pekanbaru telah 
menjalin koordinasi yang baik satu sama lain. Upaya ini dilakukan untuk memastikan 
kelangsungan operasional Bus Trans Metro dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di 
Kota Pekanbaru. Kementerian Perhubungan merencanakan program pendidikan dan pelatihan 
bagi para pengemudi bus, dengan tujuan meningkatkan disiplin dan keterampilan mereka. 
Melalui program ini, para pengemudi akan diberikan pembelajaran dan latihan untuk 
meningkatkan kemampuan mereka dalam mengemudi dan menjaga disiplin. Selain itu, 
pelatihan juga bertujuan untuk memastikan bahwa para pengemudi memiliki keterampilan 
yang diperlukan untuk mengoperasikan Bus Trans Metro Pekanbaru dengan baik. Tujuan dari 
pendidikan dan pelatihan ini adalah agar para pengemudi lebih berhati-hati saat 
mengemudikan bus dan mampu menjaga keselamatan penumpang dengan baik. Pemerintah 
telah mengimplementasikan pengawasan terhadap para pengemudi melalui pendekatan 
administratif hukum. Pendekatan ini diterapkan terhadap pengemudi yang melanggar 
peraturan saat mengemudi, seperti melanggar aturan lalu lintas atau mengemudi dengan tidak 
tertib. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengelola operasional Bus Trans 
Metro Pekanbaru dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Izin operasional Bus Trans 
Metro Pekanbaru telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sarana angkutan umum di Kota 
Pekanbaru. 
 

KESIMPULAN 
Dalam penerapan Adaptive Governance salah satu cara paling penting ialah Dezentralized 

Decision Making yaitu proses untuk melakukan gerakan kelompok, individu, maupun organisasi 
dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan seluruh staf dan stakeholder, yang berada di 
bawah naungan dinas perhubungan kota Pekanbaru. Tiga cara yang diterapkan oleh dinas 
perhubungan kota Pekanbaru dalam menerapkan metode ini ialah, yang pertama dengan 
koordinasi, yang kedua dengan kesatuan tindakan, dan yang terakhir dengan komunikasi. 
Efforts to mobilize the internal and external capabilities yang dilakukan oleh dinas perhubungan 
Kota Pekanbaru dengan tiga cara yakni pertama pelatihan atau menumbuhkembangkan minat 
dan bakat seluruh organisasi yang berada di bawah naungan yang berhubungan kota 
Pekanbaru, yang kedua ialah kegiatan rekrutmen secara terbuka dan dapat dilihat oleh seluruh 
lapisan masyarakat, yang ketiga ialah menyangkut hal teknis dalam pengembangan sumber 
daya secara adaptif dari berbagai segi. Dengan mengacu pada hasil wawancara yang telah 
dilakukan oleh penulis pada Dinas Perhubungan dapat disimpulkan bahwa dari segi teknis 
proses rekrutmen calon anggota organisasi yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan 
telah dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga 
Dinas Perhubungan telah benar-benar menerapkan Adaptive Governance yaitu tentang 
keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Wider participation to spot and internalized development yang dilakukan oleh dinas 
perhubungan kota Pekanbaru dalam pengelolaan transportasi melalaui tiga tahapan. Pertama 
ialah dengan merencanakan kegiatan di tahun berikutnya dengan seluruh stake holder dan 
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pengguna transportasi umum, yang kedua dengan melaksanakan hasil rencana yang telah 
disepakati, dan terakhir mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan agar sesuai dengan 
perencanaan yang telah ditetapkan. Dealing with uncertainty by continuous adjustment yang 
dilakukan oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru Pertama ialah dengan cara mengkaji dari 
segi ekonomi maupun sosial sebelum menetapkan harga karcis pada angkutan umum di kota 
Pekanbaru. Dinas Perhubungan telah mengkaji profesi yang ada di lapisan masyarakat kota 
Pekanbaru sehingga jumlah harga yang tertuang dalam transportasi umum di kota Pekanbaru 
dapat dibeli dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat kota Pekanbaru tanpa 
kecuali. Dinas perhubungan kota Pekanbaru melakukan berbagai inovasi. Salah satu inovasi 
yang telah dikerjakan oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru ialah, pembayaran transportasi 
umum di kota Pekanbaru, tidak sebatas hanya melayani tunai. Akan tetapi dinas perhubungan 
kota Pekanbaru telah menerapkan sistem pembayaran non tunai, dengan menggunakan ATM 
gesek, maupun dengan scan barcode. Inovasi ini dimaksudkan, agar memudahkan pembayaran 
bagi siapa saja yang menggunakan alat transportasi umum di kota Pekanbaru, yang telah 
mengikuti perkembangan zaman. 

Mengacu pada hasil yang telah dikemukakan di atas peneliti memberikan saran agar Dinas 
Perhubungan kota Pekanbaru melakukan hal-hal berikut: Pertama, agar Pemerintah kota 
Pekanbaru dapat mengadakan sebuah platform khusus yang berisi mengenai seluruh fitur 
didalamnya terkait kolom pengaduan untuk kendala masyarakat dilapangan, lalu kolom kritik 
atau saran dari masyarakat sebagai bentuk umpan balik. Kemudian dalam platform ini juga 
disediakan informasi terkait pelayanan angkutan massal seperti waktu operasional, jadwal 
penjemputan di setiap halte atau tempat tunggu yang selalu diberitahukan 5-10 menit sebelum 
penjemputan yang dapat meminimalkan keresahan masyarakat dalam menunggu. Selain itu 
platform ini juga diharapkan dapat berisi rute real-time yang dapat memperlihatkan 
pergerakan angkutan massal disekitar pengguna. Kedua, pembangunan yang akan dilakukan 
diharapkan tidak hanya berlaku di ruas jalan Jenderal Sudirman saja, namun dilakukan 
penambahan pada ruas jalan protokol lainnya juga yang sering menuai kemacetan. Namun hal 
ini tidak terbatas hanya pada jalur BRT yang akan dilakukan, tetapi juga pada sikap tegas 
terhadap transportasi lainnya yang mengganggu kenyamanan jalan seperti truk bermuatan 
overload dan transportasi besar lainnya. Pembaharuan akan pembangunan untuk merespon hal 
tersebut ialah dengan mengalihkan kepada ruas jalan lain yang tidak ramai pengguna, 
kemudian dibangun sebuah portal batas ketinggian maksimal dengan kamera pengawas di 
beberapa pintu masuk atau pun pintu keluar di jalan protokol yang sering mengalami 
kemacetan. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan 
meningkatkan aksesibilitas transportasi publik, pemerintah sebaiknya menyediakan lebih 
banyak metode pembayaran untuk Bus Trans Metro Pekanbaru. Ini termasuk memperluas 
sistem pembayaran elektronik seperti kartu pintar atau pembayaran melalui aplikasi, serta 
mempertimbangkan opsi pembayaran langsung dengan uang tunai. Dengan menyediakan 
beragam metode pembayaran, pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan 
masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan transportasi publik tanpa hambatan. Hal 
ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna bus Trans Metro 
Pekanbaru serta mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih luas. 
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